PELAKSANAAN REGISTRASI TERHADAP PELANGGAN
JASA TELEKOMUNIKASIDALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

SHERIPSI

Diajufan Guna Memenulti Salah Satu Cersyaratan
Untuk Memperolelt Gelar Sarjana Hufum

Mel -

NICO FERNANDO
03 140 090

Program Kekhususan : Hokum Perdata Ekonomi (PK II)

FAKULTAS HUKUM @
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No.Reg.2433/PK I1/08/07



PELAKSANAAN REGISTRASI TERHADAP PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI DALAM IKAITANNY A DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Mico Fernando, 03 140090, Fakulias Hubum Unand, 54 Balaman, 2407)

ABRSTRAK

Penegakan hukum di bidang wlckomunikas sencar difukukan, bal ini tecliha
safuly satunya denpan distur mengenal  eeoisirs tetlilap  pelangean  jasa
wlekomunikasi, Registrast dilakukon bertujism vntul mencepab penyalah gunasn jos
telekamunikasi, seperti tinduk pidana terorisme dan penipuan yuang berkedok menang
unclian, Dari fatr belakang teeselut dmbal permasalaba yang bendak ditcliti antaen
fain: a) baguimana pelaksansan Peraturan Menteri Momunikesi dan fnlommatils
MNomor 23 Tabun 2005 dalam kaitanoya dengan petindungan konsumen, b
bagaimana bentuk perlindungan hulous vang dapat dilskukun terbadap konsumen
apabila teradi kerugiun dalam kaitnnya dengan keberadaan peraluriuy menterd
komuntkasi dan informatika Nomer 23 Tahun 2005, ¢) apakah manfizr yans
diperoleh dari pelaksaraan Peraturan Menter Komumikast dean Informatiks Nomor 23
Talwn 2005, d) kendala apakah vang terudi dalam pelaksanoan Peratuean Menleri
bomunikasi dan Informatika Yomor 23 Tuhue 2005, Dalam petulison skripsi ini,
pepclitian yang  dilakokan  bersila deskeiptil  vailu eara  penelitian vang
mengoambarkan secars lengkap don jelas tentane persoalan vang diteliti dengan
pendekatan yuridis sosiologis terhadap pencrapan hukum o lapangan oleh penesak
hulum, Penelitian bertujuan untuk memperaleh dala priomer doan dala sekonder
melalul  penelitian  lapangan dan penclilian kepustakann,  Hasil  penelitian
menunjukkan balwa: a) pelaksanaan Peraturan Menter Komunikas dan fnformatika
Momor 23 Tahun 2005 Telah dilakukan oleh penyelenprara jass telehomunikasi
denpan baik walaupun masih terdapal kekurangannva, b) bentulk perlindunzan hukem
yang dapal dilakukan serhadap konswmen upabila terjudi kerugian dulum kaitonmys
dengan keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi Dan [nformatikas Nomor 23 Tabun
2005 adalah memberikan sanksi kepada penyelengpara jusa telekemunikasi, o
manfat yang diperaleh dard peluksanoan Peraturan Mentert Komusilosi  clan
Informatika Nomor 23 Taban 2005 adalal pelangpan akan semakin aman, d) kendala
yaog terjodi dalam pelaksansan Peraturan Menteri Kanmmikasi Don Teformatika
MNomor 23 Tahun 2005 pada I'T. Indosat terdapat beherapa kendala sepeti PCnUTUILN
Jumlah pelunggan prabayar dan entunya penurenan pendapatan. Giana rerbaiian
kedepan, maka pertu dilakukan: i peclunya peningkatan dan penambithan sarana dan
grasand yang mungkin dibutubkan dalam snsks mendeieks identitas para pelanspan
vang Gdak benar. by peningkatan kesadaran Sukum musyaakal melalui penyuluban
hukum yang berkualitas dan elektif, o) peninghaton sumber davu manusiz, werutama
baglh  kepolisian  dalam membongkar  tndak  pidana Rhususnya  di  bidans
telekomunikasi.
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BAL I
PENDAHULUAN

A, Latar Delakang Masalah

Dewasa ini, disadari dhenia sedang berada dalam cra inforenasi, vang
merupakan tahapan sclanjulnya seiclal e prascjarab, cra agrars danera industr.
Balam cra informas, keberabaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan vang:
sangzal penting dalam serwa aspek kehidupan, serfa merupakan ssata kebutuhan
hidup bagi semua orang baik sceara individual maupun arpanisusional, schingea
dapat dikatakan berfungsi scbagaimana layaknva suatu aliran darah pada fubuh
mEnusia.

Seiring  dengan  tumbuhnya  Kesadarun derbadap  ani pentingnya suato
inlormasi, maka dengan sendivioya jupa tunbub semangat plobalisasi kemunikast
vang sangat berorelasi dengan sistem perdagangan bebas schinpea parn pelaku
usaha berupaya melakukan penpembangan orpanizasi vang semakin melws dan
mendunda demi untuk  memenanghkan  persaingan global  dalam  pencapaian

Keuntungan yang oplimal,

Pada saat ini para pelaku wsaba dibidone josa telekomunikosi saneatlah
crheang - pesal, Koo dischabkan boggonya kelerpantonpan/perminssn

sofsumen lerthadap produk-produk vang  ditowackan olel penyelengueara  jue



|

telekomunikasi. Dalam bal i tidak laio dan tidal bukan peoduk-produk
dipunakan konswmen untuk berkomunikasi sesual denpan kebuluban.

Di dalam dunia telckomuntkast yang berkembang pesat <l negara Kila
sangratlab mempengaruhi perkembangan i seown seltor yaitu poliik, sosial,
clonemi, budaya dan jupa pertabanan dan keamanan, Scluin keberbasilan di bdang
jasa telekomunikast, ada jugas dampak negatil’ dari perkembangan teknologs inl yaitu
penyalahpgunaan jasa lelekomunikasi, terutana melalut kactu prabayar,

Pemerintah mengeluarkan suate aturan yaite Peraturan Menteri Komuonikasi
dan Informatika Memor 23 Tahun 2005 teatang Registrast Terhodap Pelangpan Jasa
Telekomunikasi. Kepiatan repistrasi i sangatlah penting, karena selain membantu
pemerintah untuk mencepsh peoyalabgunaan jasa telckamunikasi dun penghematan
penomoran juga membanty operator dalam epaya meningkatkan pelayanan mielalui
berbaai program vang telah direncanalkan.

Seringkali tidak disaden babwa dafam sistem kehidupan ini sebenarmya setiap
manusia pada hakekatnya adalah berlindak sebagai konswmen, paling tidak dalam
lingkup kehidupan berbangsa dan bemegara, kit semua sebenarnya adalab konsumen
dari suatu produk politik yang discbut “hukum™. 19 dalam pelaksamuwm regisiras
worhadap pelangean Jasa lelckomuonikasi, konsumen sebagal  pelimggan Jasa
‘clckomunikasi sangatlah dirugikan stas kebijokan-kebijakan sou program-program
dori resisteasi tersebut karena di dalam proses repistrast itu pibak pelanggan harus
—emberikan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan hak dor pelanggan jasa

selekomunikasi untuk merahasiokannya. Kerugian lain yang jupa dihadapl oleh
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konsumen adalah kemagian wakiu, yang mang setiap pelangsun harus meluangkan
wakiunya untuk mercgistrasikan  dicmya  dan Gdak jarang pula setap kabi
merepistrasikan dirinya ke nomor 4444 selalu poagal, hal wescbul menimbualkan
kekecewaan bapt pelanggan  jasa  telebomunikasi, Selain ite pelangean jasa
telehomunikasi belum yakin apa manfaat yang akan diperolchnya,

Untek  melindunpgl  konsumen dart  kebijakan-kebijakan  yang  merugikan
sonswmen, pemenintah ndonesia lelah menpeluarkan dan mengundangkan Undang-
Undang Nomor & Tahun 1999 tenlang Perlindungan Koosumen.  Pengertion
perlindunpgan konsumen menurut Undanp-Undang Nomor & Talwm 1995 tenlang
Perlindunpgan Konsumen zdalah © "Segala upaya yang menjamin adayya kepasiin
fukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen™. Dalan linghup pembicaraan
hukum can teknologn felekomunikast disini aspek hukum perindunpgan konsemen
sepatutnya adalab fokus perhalian yang sungal penting dalam melihat scjauh mana
clfektifitas registras] terhadap pelanggan jasa elckomunikast dalam penerapan hukum
perlindungan konsumen.

T, lndosat sebagai salah salu penyelengeara jasa elekomunikast di Indonesi
mempunyval  penparuh cukup besar di dalam lt-zla_lzsanum. eepisitasi  terhacap
pelanggan josy telekomunikasi, Untule ito penulis ingin mengetabui sejaah mana
serlindungan hukun bag konsumen lerhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Na. 23
=hun 2005 tentang Repistrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomuambaost oleh PT.

mdosal Padang dalam bentuk skopst dengan judul - "Pelakisanaan Repistrasi



Terhadap Pelanggan  Jasa  Telckomuoilasi  Dalam Kaitannya  Dengan

Perlindungan Konsumen™.

I3
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Formmusan Muasulah

Dalam hal repistrast karlu prabayar int peromusan masalah benst lentang :
Bagaimana polaksanoan Peraturan Monlenr Komonigasi dan Informuantika
Momeor 23 Tahun 2005 dalam kaitannya dengan perlindunzan konsumen?
Bogaimana. bentuk perlimlungan hukum yang dupat dilakukan terhadap
konsumen apabila terjadt kerugian dalam Kaitsonys dengan keberadoan
Peraturan Menteri Komunikast dan Informatike Momor 23 Tahun 20057
Apakah manfaat  yang  diperoleh dan pelaksanoan Peraturan Menlen
Komunikasi dan Informatika Momor 23 Tabun 20057

Kendala apa saja yang tegadi dolom pelaksansan Peraturan Menteri

Komunikas dan Informatika Nomaor 23 Talwn 2005 padas PT. Indosa?

Tujuan Penulizan

Secara wmum penulisan skepsi i bertujuan wotek memenuhd persyaratan

dalam mencapai pgelar kesajanoan pada Fokultas Hukum Universitas  Andalas.

Dhsumping 4tu sl dn.:::lf,_ar]_iudul, maka tguan vanyg hendak I.Ei-;:'.lpui aclalah ;

1.

Untuk  menpetabui pelaksamon Perotumn Menten Komunikast  dan
Informautika Nomor 23 Tahu 2005 dulam koitannya dengan perlidungan

kensumen,



DAL I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Al Pelalsanuan Peraturan Menteri homunikasi das Infermatiley Nomor 23
Tabun 2005 dalam kaitannya dengan Perlindungan Konsumen
[, TProses Pendafloran Kamu Prabovar di Indosat

Berlakunya Persturan Menleri Komunikasi dan Didommatiks Nomar 23 Tabun
20035 tentang Registras) Terhadap Pelaogpan Jusy Telckomunikasi yang  dikeluarkan
pada lanpegal 28 Okiober 2003 membawa pengarch besar dalam dunia
telekomunikas: &1 Indonesia. Hal s disebabkan kareoa dalam pesaturan tersebu
dijelaskan mengenai suatu Kewajiben bapl pengouna josa telekomuonikasi untuk
mendaflarkan identitasnya kepada penyelenggara jass lelekomunikasi vang dalam
bahasa umum kita kenal dengan eperator.

Schagaimana pada keosideran  peraturan mweoterd  tersebut balvwa  lalar
selukang uniuk melibukan registrast lerhadap pelangean jass telekomunikast wlalah
dalam rangka mencegal penyalahganaan jaso elekomuenikosi. Artinys peraturan
menterl ini adalab untuk mengantisipast rjadinys sezalka bentuk peayvimpangan josa
telekomunikasi, bila kita contohkan seperti tindak pidana eroisme, penipuan yang

berkedok menang undian, dan lan schagatnya,
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Menterd Komunikasi dan Informatika Nomoe 23 Tahun
2002, telah dilakukan oleh penyelenssr jasa telekomunikasi dengan haik
walaupun masih terdapal kekurngannya, Penyelengoraon registrasi ini perly
dilakukan pengawasan. Maka vang akan mengpwasinya ealuova darl inlern
vakm Dirckiur Tendral Pos dun Telehomunilosi

Bentuk perlindungar hakum vang dopat dilakukan terhailap konsumen adalah
melindungi data vang telah diberikan, namun apatili teadi kerogian dalam
Lattannya denpan keberadam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika
Nomor 23 Tahun 2005 adalah membesikan sankes kepada penyelenggara jasa
telekomunikasi.  Sanksi  svang  diberikan mencend Peraluran denterd
Komunikast Dan Inforoatika Momor 23 Tahus 2005 tidak dijelaskan secary
rinei, Hal ini karena peroluran selingkal menleri tidak  dapat mCngatur
mengena sanksi yung dopal diberikan sesud dengan Pasal 14 Undang-
Limlang Nomor 10 Tahun 2004, Oleh karena ity kil perlu meniperhatikan
dulom Undang-undang teotang telehomunikasi, yaitu didalam Pasal 57
dizchutkan sanksi pidana vang diberikan berupa pidana penjosa paling lamz 2
(dua) tahun dan atan dends i banyak Rp 200,000.000,00 (dus ralis Juli
rapinh), Sedangkan dalam Undang-undang, Nomar 8 Tabun 1990 Lentang

petlindungan konsumen bentuh sanksi yang dapat dibevikan kepada pelaku



2} Sulitnya melacak tindsk Prdana welekomunilkas

B. Saran

Berdusarkan  pengumatan dan penelitian yang telah penudis Takukan,
Dalam hal permasalahan atan Eendaly yang tmbul, maka penulis mencoba
memberikan saran-saran bagi scmua Prhak dalam bal regisirsi prabayar ini,
schagal berikul:

L kepada penvelenpgara jasa lelekomunikasi. perlunya penighatan dan

penambaban sarana dan prasana yvang mungkin dibutuhkan dalan
rangka mendetehsi identitas para pelinggan vany tidok benar .

2. Kepada YLEIL perlunya peningkatan kesadaran hukum miasyarakat
melalui penvoluhan hkuin vang berkualitos dan efekis adanva
pamilel atau spanduk vang menjelaskan bagaimang Kewafiban dan hak
masyarikal sebagai konsumen,

4. Kepada Pemerintah, perlunya  peningkatan sumber tdayva maausia,
lerutama  bagi kepolisian dalam hal membongkar tindak pidana di
bidang  telekomunikasi,  melalul pelatihan-pelatiban dibidang
penyidikan. Disamping ifu pemerindah juga perlu membeniuk sy

peraluran yang lebih konkrit mengenai regisirast ind,
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